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Abstrak

Sejak BP7 dibubarkan pada tahun 1999 dengan Keputusan Presiden Rl No. 27 Tahun 1999 Tentang
Pencabutan Keputusan Presiden Rl No. 10 Tahun 1979 Tentang BP-7 , kata Pancasila nyaris tidak
terdengar di kalangan penyelenggara negara apalagi untuk mengimplementasikannya. Dalam era
orde baru terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila seperti: perbuatan korupsi,
intoleransi, pelanggaran HAM, terorisme, radikalisme, tidak menghargai perbedaan seperti
perbedaan etnis, suku, agama, ras, dan lain-lain. Penyimpangan nilai-nilai Pancasila semakin nyata
terjadi ketika unsur agama dan etnis menjadi salah satu alasan untuk tidak memilih calon gubernur
tertentu.

Kejadian-kejadian yang muncul dewasa ini, menunjukkan bahwa ada ancaman terhadap ideologi
Pancasila yang ingin diganti dengan ideologi lain. Oleh karena itu, dihimbau agar para
penyelenggara negara dan seluruh masyarakat Indonesia tetap berdiri di atas Indonesia merdeka
dengan alat pemersatu yaitu Pancasila. Pancasila sebagai ligatur bangsa harus tetap dipertahankan
dari upaya-upaya yang ingin merongrong dan memecah persatuan dan kesatuan masyarakat
Indonesia.

Melihat kenyataan masyarakat Indonesia yang mulai terkotak-kotak dalam memahami Pancasila
sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa, dan untuk mengaktualisasi
Pancasila, maka Presiden menerbitkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2017 Tentang Unit Kerja
Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Dalam diktum menimbang dikatakan bahwa dalam rangka
aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilakukan
pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka yang terlibat di dalamnya adalah pemerintah dan
masyarakat secara bersama-sama. Oleh karena itu perlu disusun aktualisasi ideologi Pancasila yang
akan diberlakukan bukan saja hanya terhadap penyelenggara negara, akan tetapi kepada seluruh
masyarakat Indonesia sebagai suatu negara-bangsa.

Untuk melakukan aktualisasi Pancasila, antara lain, perlu ada garis-garis besar haluan ideologi
Pancasila yang menjadi tanggungjawab negara dan masyarakat sehingga perlu diketahui apa saja
dari Pancasila yang perlu diaktualisasi dan bagaimana cara mengaktualisasi Pancasila kepada
seluruh masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Ideologi, Pancasila, Aktualisasi, Implementasi



PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pembinaan Ideologi Pancasila

Sejak Pancasila disyahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, diterbitkan
Ketetapan MPR No. 11/1978 untuk melaksanakan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (P4) oleh satu lembaga yang disebut BP7. Akan tetapi setelah berjalan sekitar 20
tahun, tepatnya pada Tahun 1998, melalui TAP MPR No. 18/1998, P4 dihapus dengan
menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara yang harus diimplementasikan. Demikian juga
Lembaga BP7 dicabut melalui Keputusan Presiden RI No. 27/1999 tentang Pencabutan
Keputusan Presiden RI No. 10 Tahun 1979 tentang BP7. Akibatnya tidak ada lagi lembaga
yang memikirkan tentang implementasi Pancasila. Akibatnya, terjadi  penyimpangan

terhadap nilai-nilai Pancasila.

Beberapa contoh kasus yang menunjukkan perilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
seperti: aksi teror bom, pembentukan organisasi yang tidak sesuai dengan ideologi pancasila,
penolakan terhadap perbedaan-perbedaan seperti etnis, suku, agama dan ras.bahkan
penolakan pemimpin berdasarkan agama dan etnis tertentu untuk menduduki jabatan
tertentu.

Kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini yang antara lain mengalami kegaduhan, kericuhan,
kekerasan, dinilai oleh sebagian besar masyarakat karena bangsa Indonesia tidak berpegang
teguh kepada Pancasila. Dalam hal ini bukan mengingkari Pancasila dalam makna
keyakinannya tetapi lebih pada aplikasinya dalam kehidupan nyata di masyarakat. Suprapto,
mantan Ketua BP 7 dalam sambutannya pada acara Halal Bi Halal 1438 H pada tanggal 19
Juli 2017, mengatakan bahwa...”dapat kita amati dari lembaga negara yang sepakat
melaksanakan Pancasila sebagai berikut: bahwa semua lembaga negara berkomitmen untuk
secara aktif mengambil tanggungjawab dalam upaya menguatkan Pancasila sebagai dasar
ideologi negara, sesuai dengan peran, posisi dan kewenangan masing-masing. Bahwa
Pancasila harus menjadi ideologi dan inspirasi untuk membangun kehidupan berbangsa dan
bernegara yang rukun, harmonis dan jauh dari perilaku mendahulukan kepentingan kelompok
atau golongan. Bahwa diperlukan rencana aksi nasional yang dilakukan oleh satu lembaga
untuk melakukan sosialisasi dan penguatan nilai-nilai Pancasila secara formal melalui
Pendidikan Pancasila dan kegiatan konstitusional....”



Beberapa lembaga negara sudah melakukan langkah-langkah dengan menerbitkan berbagai
undang-undang dan peraturan Presiden sebagai upaya untuk melaksanakan kesepakatan

ideologi negara antara lain:

Pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dengan berpegang pada Undang-Undang No.
27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pasal 15 ayat (1) huruf e, menetapkan
bahwa salah satu tugas Pimpinan MPR adalah mengkoordinasikan anggota MPR untuk
memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan
menyelenggarakan sosialisasi empat pilar/empat konsensus nasional. Materi yang
disampaikan dalam sosialisasi tersebut adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka
Tunggal Tka

Kedua, Mahkamah Konstitusi dengan berpegang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 49 Tahun 2012, pasal 11 ayat (2) dan (3) yang menyebutkan: “Tugas teknis
administratif Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi di antaranya menyelenggarakan
fungsi Pendidikan Pancasila dan Konstitusi”, dan telah menyelenggarakan berbagai kegiatan
berkaitan dengan sosialisasi Pancasila dan UUD 1945. Untuk melaksanakan kegiatan
dimaksud telah mendirikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi” di desa Tugu Selatan,
Cisarua, Bogor.

Ketiga, Menko Polhukam sesuai dengan kewenangannya, sejak beberapa tahun terakhir
menyiapkan program “Pemantapan Wawasan Kebangsaan”, untuk disebarluaskan pada
masyarakat. Dalam merealisasikan program tersebut telah disusun draft yang disebut “Desain
Induk Pemantapan Wawasan Kebangsaan” Tahun 2012-2025.

Untuk mengantisipasi perkembangan dan gejolak yang ada di lingkungan  masyarakat
Indonesia, melalui Peraturan Presiden No. 54/2017 ditetapkan satu Unit Kerja Presiden
Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).. Dalam Pasal 4, antara lain ditetapkan bahwa
fungsi UKP-PIP adalah: a) Perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila;
b) penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan road map pembinaan ideologi
Pancasila. Negara dan masyarakat bertanggungjawab penuh dalam merealisasikan salah satu
fungsi UKP-PIP yaitu Pasal 4 butir b khusus garis besar haluan ideologi Pancasila. Untuk
perlu dipahami terteb ih dahulu apa yang dimaksud dengan haluan ideologi Pancasila.



2. Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila
Haluan bermakna arah atau tujuan yang hendak diwujudkan dengan suatu gerakan atau
tindakan. Sedangkan garis-garis besar haluan, bermakna “Haluan (arah atau tujuan) dalam
garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat, sebagai konsensus, yang ditetapkan
oleh MPR.(Bahan penataran BP-7.1990: 86) Oleh karena itu, kehendak yang sudah
ditetapkan bersama dalam dasar negara yaitu Pancasila harus senantiasa menjadi tujuan

seluruh bangsa Indonesia. .

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa garis-garis besar haluan ideologi
Pancasila adalah gagasan dasar berupa pernyataan kehendak rakyat dalam mencapai cita-cita
kehidupan, berisi nilai-nilai kehidupan yang diakui secara moral benar dan adil, yang
tersusun secara sistemik. Ada pun nilai-nilai yang diakui secara moral benar dan adil adalah
nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Nilai-nilai itu terdiri dari konsep,
prinsip dan nilai. Untuk itu, perlu dijelaskan satu persatu pengertian dari nilai-nilai dasar

tersebut.
Pengertian Ideologi

Secara umum ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada
tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Dalam ideologi terkandung
beberapa unsur yaitu: Pertama, adanya suatu penafsiran atau pemahaman terhadap suatu
kenyataan. Kedua, setiap ideologi memuat seperangkat nilai-nilai atau preskripsi moral.
Ketiga, ideologi memuat suatu orientasi pada tindakan, ideologi merupakan suatu pedoman
kegiatan untuk mewujudkan nilai-nilai yang terwujud di dalamnya. ( Alfian.1991: 142).

Menurut Alfian dan Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, ideologi adalah
suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara
yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama
dalam berbagai segi kehidupan duniawi.

Suatu ideologi akan mantap apabila mengahdung konsep yang diakui kebenaranya,
mempunyai prinsip yang disepakati bersama, mengandung nilai dasar. Membudayanya
nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, ideologi adalah
gagasan, cita-cita yang mengandung Konmsep, prinsip dan nilai dasar yang membentuk

sistem nilai yang utuh, bulat dan mendasar yang merupakan pencerminan dari pandangan



hidup dan filsafat hidup suatu bangsa, berbentuk kepercayaan politik yang kokoh sebagai
hasil kemauan bersama dan menjadi landasan yang tangguh dan arah yang jelas dalam
mencapai tujuan bersama.(Latif.2011:59). Dengan demikian tujuan dan arah inilah yang perlu
diaktualisasi dalam bentuk tanggungjawab negara dan masyarakat. Sebelum menjelaskan
konsep, prinsip dan nilai yang terdapat dalam ideologi, akan dijelaskan tentang beberapa
pendapat tentang Pancasila.

Apa itu Pancasila

Setelah merdeka selama lebih 73 tahun, muncul berbagai pertanyaan tentang Pancasila
sebagai dasar negara. Masih ada yang mempertanyakan, Pancasila yang mana? Sepintas jika
disimak pernyataan tersebut, seolah-olah Pancasila ada banyak dan mengandung pengertian
yang berbeda-beda pula. Untuk menyamakan semua persepsi di kalangan masyarakat
Indonesia, maka presiden Jokowidodo kembali menetapkan bahwa tanggal 1 Juni adalah hari
lahirnya Pancasila dan menyatakan bahwa tanggal 1 Juni adalah hari libur nasional. Itu
berarti, konsep yang dikemukakan Bung Karno tanggal 1 Juni itulah yang kita sebut dengan

istilah Pancasila.

Dalam pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945, dalam buku Pancasila Dasar Negara yang
diterbitkan UGM (2017: 2 dan 9)) dikatakan bahwa dasar negara Indonesia merdeka atau
philosophie grondslag (bahasa Belanda) atau weltanschauung (bahasa Jerman) adalah
Pancasila. ITtulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang
sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan Indonesia medeka yang kekal dan abadi.. Selain
sebagai satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat pemersatu.

Pancasila adalah lima nilai fundamental yang diidealisasikan sebagai konsepsi tentang dasar
(falsafah) negara, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia. Kelima nilai
dasar itu adalah: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) kemanusiaan yang adil dan beradab; 3)
Persatuan indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan; 5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(Latif
2015:27). Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi bersama menyangkut nilai-nilai dan
haluan dasar bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan.

Dalam buku “Negara Paripurna”, Yudi Latif mengatakan bahwa sejak disahkan secara
konstitusional pada 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar (falsafat)
negara, pandangan hidup, ideologi nasional, dan ligatur (pemersatu) dalam perikehidupan



kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila adalah dasar statis yang
mempersatukan sekaligus bintang penuntun (Leifstar) yang dinamis, yang mengarahkan
bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisi seperti itu, Pancasila merupakan sumber

jatidiri , kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.(2011:41).

Sejarah konseptualisasi Pancasila melintasi rangkaian panjang fase yaitu “Fase Pembibitan”
“Perumusan”, dan “Pengesahan”. Fase pembibitan dimulai tahun 1920, dengan proses
penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama (Civic Nationalism). Fase perumusan
dimulai pada masa persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
(BPUPK) tanggal 29 Mei-1Juni 1945. Pidato Soekarno 1 Juni sebagai mahkotanya yang
memunculkan istilah Pancasila. Rumusan Pancasila dari Pidato Soekarno itu lantas digodok
dalam pertemuan Chuo Sangi In yang membentuk “Panitia Sembilan”, yang melahirkan
rumusan baru Pancasila dalam versi Piagam Jakarta tanggal 22 Juni. Fase Pengesahan
dimulai pada 18 Agustus 1945 dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) yang melahirkan rumusan final, yang mengikat secara konstitusional dalam

kehidupan bernegara.
Mengapa harus Pancasila

Pertanyaan ini perlu dijawab dengan mengemukakan jawaban yang disertai dengan landasan

filosofinya. Masyarakat masih ada yang masih mempertanyakan mengapa harus pancasila
yang merupakan ideologi bangsa Indonesia. Apakah hanya Pancasila yang dapat
mempersatukan bangsa Indonesia. Jawabannya adalah bahwa bangsa Indonesia sejah tahun
1945 selalu berpegang pada Pancasila, dan menetapkan sebagai dasar negaranya. Untuk
menguatkan argumen Pancasila sebagai dasar negara, dan sebagai alat pemersatu, perlu
dijelaskan dasar pemikiran dari beberapa aspek yaitu pembenaran yang ditinjau dari sudut
yuridik, filsafati dan sosiologik.(Soeprapto: 2009:14)

Justifikasi Yuridik (pembenaran Hukum): bila kita cermati secara mendalam nampak bahwa
bangsa Indonesia berketetapan hati untuk selalu berpegang teguh pada Pancasila sebagai
dasar negaranya. Hal ini tercermin dalam UUD yang pernah berlaku. Pancasila selalu
tercantum dalam Pembukaan Mukadimah UUD Konstitusi Republik Indonesia dan Pancasila
tercantum dalam berbagai TAP MPR .

Justifikasi Teoritik-Filsafati: Pancasila mengandung kebenaran, perlu dibuktikan secara

formal dan material. Secara formal Pancasila dirumuskan melalui proses empirik yang



dilakukan oleh The Founding Fathers diikuti oleh para ahli secara sistemik dengan metoda
tertentu. Secara material, Pancasila berisi konsep religiositas, humanitas, nasionalitas,

souverenitas.

Justifikasi Sosiologik: bahwa Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri, dikristalisasi dari
nilai-nilai yang berkembang secara nyata dalam kehidupan rakyat Indonesia yang beraneka
ragam. Nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan /iving reality masyarakat yang

terserak dari Sabang-Merauke.

3. Diskusi dan Pembahasan

Konsep, prinsip dan Nilai di dalam Ideologi Pancasila

Untuk dapat melaksanakan Ideologi Pancasila, perlu dipahami dan diyakini terlebih dahulu
apa yang terdapat di dalam ideologi Pancasila. Apa yang perlu diaktualisasi oleh
penyelenggara negara dan masyarakat terhadap Pancasila adalah arah dan tujuan dalam
garis besar yang berkaitan dengan konsep, prinsip dan nilai yang terdapat dalam ideologi
Pancasila. Suprapto (2005:50) menjelaskan bahwa konsep adalah gagasan umum atau abstrak
, suatu faham universal yang merupakan hasil generalisasi olah fikir manusia. Konsep adalah
hasil konstruksi nalar manusia secara teoretik. Secara logik konsep berfungsi sebagai dalil,
suatu gagasan yang memberikan makna terhadap fenomena atau hal ihwal sehingga
ditemukan esensi atau hakikat dari fenomena atau hal ihwal dimaksud. Konsep sangat
bersifat umum dan masih sangat abstrak.

Konsep yang terdapat dalam Pancasila

Pertama: Konsep tentang hakikat eksistensi manusia. Eksistensi manusia tidak terlepas dari
eksistensi alam semesta. Ada 3 tesis ontologik dalam memahami hakikat alam semesta, yaitu:
1) Dalam alam semesta tidak ada satu fenomena yang mandiri, berdiri sendiri terlepas dari
fenomena lain. 2) Ada itu bermakna memberi, hal ini merupakan suatu evidensi. 3) Suatu
pendapat adalah benar, hanya apabila ia bersamaan dengan segenap relasi yang berkaitan
dengannya.

Kedua: Konsep Pluralistik. Pancasila mengandung konsep kehidupan yang pluralistik baik
ditinjau dari keanekaragaman suku bangsa, etnik, agama, maupun adat budaya, sesuai dengan
konsep Bhinneka Tunggal lka. Dalam memberi makna akan Bhinneka Tunggal Ika perlu
diusahakan terjadinya keseimbangan antara keanekaragaman dan Kkesatuan, antara
kepentingan pusat dan daerah. Keadilan akan terwujud bila pluralitas didudukkan secara



proporsional dalam keseimbangan. Konsep pluralistik merupakan salah satu unsur karakter
bangsa , yang akan nampak dalam sikap dan perilaku bangsa.

Ketiga: Konsep Harmoni atau Keselarasan : alam semesta tertata dalam keselarasan, masing-
masing unsur yang membentuk alam semesta berelasi dalam harmoni, sehingga terjamin
kelestarian. Setiap unsur yang terdapat dalam alam semesta memiliki fungsi sesuai dengan
kodrat bawaannya.

Keempat: Persatuan dan kesatuan: kondisi yang pluralistik tersebut tersusun dalam ikatan
yang menampilkan diri dalam prinsip monodualistik dan monopluralistik,bahwa
keanekaragaman fenomena yang tergelar di alam semesta itu tersusun dalam pasang-
pasangan dan dalam bentuk kesatuan dan persatuan. Konsep eksistensi, pluralistik, harmoni
dan persatuan-kesatuan inilah yang merupakan konsep dasar kelestarian eksistensi alam
semesta. Untuk menjaga kelestarian eksistensi alam semesta harus dilandasi oleh kepedulian,
kasih sayang, dan pengorbanan.

Kelima: Religiositas: Pancasila mengandung konsep religiositas, suatu konsep yang
mengakui dan meyakini bahwa di luar diri manusia terdapat kekuatan gaib yang menjadikan
alam semesta, mengaturnya sehingga terjadi keselarasan dan keserasian. Sebagai akibat
manusia Pancasila beriman dan bertaqwa terhadap kekuatan gaib tersebut. Pancasila
menyebutnya sebagai suatu prinsip yang bernama Ketuhanan Yang Maha Esa, yang
merupakan esensi dari segala agama dan kepercayaan yang berkembang di indonesia.
Keenam: Humanitas: konsep humanitas memberikan arahan agar manusia didudukkan sesuai
dengan kodrat dan irodatnya. Manusia dihormati sesuai dengan harkat dan martabatnya,
dihargai kewajiban dan hak-haknya. Yang ingin diwujudkan dengan konsep humanisme
adalah kehidupan manusia yang adil dan beradab.

Ketujuh: Nasionalitas: konsep nasionalitas memberikan arahan bahwa dalam kehidupan
betbangsa dan bernegara, kepentingan negara diletakkan di atas kepentingan pribadi dan
golongan, loyalitas tertinggi kehidupan duniawi bagi warga-bangsa ditujukan kepada negara,
tanpa meniadakan kepentingan pribadi dan golongan.

Kedelapan: Souverenitas: salah satu konsep Pancasila adalah souverenitas, yang memberikan
arahan bahwa rakyat dan warganegara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
didudukkan sebagai penentu kebijakan bersama. Rayat diharapkan mampu untuk menentukan
keputusan dan kesepakatan bersama, serta mampu dan mau untuk mematuhi kesepaktan yang
dibuat bersama tersebut. Ini merupakan sense of responsibility, sense of participation and

sense of responsibility principle.



Kesembilan: Sosialitas: Konsep sosialitas yakni konsep yang berisi tujuan yang hendak
diwujudkan dalam menerapkan ideologi Pancasila. Yang ingin dicapai dengan penerapan
ideologi Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah terwujudnya
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terjadi adalah kesejahteraan dan
kebahagiaan dengan merata, sehingga sosial terhindar dari kehidupan.

Bila konsep-konsep tersebut telah menyatu dengan kehidupan manusia sehari-hari akan
menjadi pola hidup yang berisi nilai kedamaian, keamanan, ketenteraman, kesejahteraan,
keadilan, kejujuran,, ke-bares-an, dan terhindar dari nilai keserakahan, egois, keculasan,
kebencian yag tidak dikehendaki masyarakat pada umumnya. Selain konsep yang harus
dipahami dalam Pancasila, prinsip yang terdapat dalam Pancasila juga perlu dipahami,
diyakini dan dibudayakan agar ideologi Pancasila dapat terlaksana dengan baik. Adapun
prinsip yang terdapat dalam Pancasila adalah sebagai berikut.

Prinsip-Prinsip yang terdapat dalam Pancasila

Prinsip adalah gagasan dasar yang memiliki makna khusus mengandung kebenaran berupa
doktrin dan asumsi yang dijadikan landasan dalam menentukan sikap dan tingkah laku.
Prinsip dijadikan acuan untuk menentukan pilihan pemikiran atau tindakan, serta dijadikan
dasar menentukan pola fikir dan pola tindak, sehingga mewarnai tingkah laku pemegang
prinsip dimaksud. Prinsip adalah suatu kebenaran umum atau mendasar berupa hukum,
doktrin, asumsi yang komprehensif dan mendasar yang dijadikan landasan untuk hal-hal
tertentu atau yang dijabarkan pada hal-hal tertentu. Prinsip ini merupakan aksioma, atau
proposisi awal, atau dasar bagi suatu tindakan. (Suprapto: 2005:51)

Dalam pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, disebut bahwa sila-sila dalam Pancasila
adalah prinsip-prinsip kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila dalam bahasa Inggris disebut
the five principles. Dengan demikian maka sila-sila dalam Pancasila itu memberi corak pada
pola fikir dan pola tindak bangsa Indonesia dalam menghadapi segala permasalahan hidupnya

sebagaimana dijelaskan berikut ini,

Pertama: Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa , memberikan acuan bahwa dalam pola pikir, sikap dan
tindak bangsa indonesia harus mengarah pada prinsip yang terkandung di dalamnya. Antara
lain: a) Pengakuan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
b) Setiap individu bebas memeluk agama dan kepercayaan kepada pihak lain; ¢) Tidak



memaksakan suatu agama atau kepercayaannya; d) Percaya dan takqua kepada Tuhan yang
Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; e) Saling menghargai

terhadap keyakinan agama dan kepercayaan yang dianut oleh pihak lain

Kedua: Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab
Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab berisi ketentuan sebagai berikut: a) menghormati
kodrat, harkat dan martabat manusia; b) menghormati kebebasan manusia dalam

menyampaikan aspirasi dan pendapat; ¢) menghormati sifat pluralistik bangsa dan negara.

Ketiga: Prinsip Persatuan Indonesia

Prinsip Persatuan Indonesia berisi ketentuan sebagai berikut: a) bangga atas kondisi yang
terdapat pada negara-negara serta prestasi yang dihasilkan oleh warganegara; b) cinta pada
negara-bangsanya serta rela berkorban demi bangsa dan tanah airnya; c) berkembangnya
patriotisme dalam menjaga keutuhan, kebesaran dan kesejahteraan negara-bangsa serta dalam

bela negara.

Keempat: Prinsip Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/perwakilan berisi ketentuan sebagai berikut: a) dalam mengambil
keputusan untuk kepentingan bersama diutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat; b)
dalam mencari kesepakatan bersama tidak semata-mata berdasarkan pada suara terbanyak,
tetapi harus berlandaskan pada tujuan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; c) tidak menerapkan prinsip tirani minoritas dan
dominasi mayoritas. Segala pemangku kepentingan (stakeholders) dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara dilibatkan dalam penetapan kebijakan bersama sesuai dengan peran,
kedudukan dan fungsi masing-masing; d) mengacu pada prinsip politek-economische
demokratie bahwa demokrasi harus mengantar rakyat Indonesia menuju terwujudnya

keadilan dan kemakmuran, sociale rechtvaardigheid,

Kelima: Prinsip keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, berisi ketentuan sebagai
berikut: a) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; b)
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara; c) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya
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Nilai-Nilai yang Terdapat dalam Pancasila

Selain konsep dan prinsip yang sudah dikemukakan di atas, terdapat nilai yang terkandung
dalam Pancasila. Sebelum dijelaskan nilai apa saja yang ada, terlebih dahulu dijelaskan
tentang pengertian nilai tersebut. Di dalam Dictionary of Sociology and Related Sciences
dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda
untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat
seseorang atau kelompok, (The believed capacity of any object to satisfy a human disire).jadi
nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan
objek itu sendiri.(Kaelan.2003:87)

Nilai adalah penentuan penghargaan atau pertimbangan tentang “baik atau tidak baik”
terhadap sesuatu , kemudian dijadikan dasar, alasan atau motivasi untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu. Sedangkan nilai (kemanusiaan) adalah kualitas ketentuan yang bermakna
bagi kehidupan manusia perorangan, maupun kehidupan masyarakat, bangsa dan antar
bangsa. (2011:34).

Tata Nilai akan diterima menjadi nilai nasional suatu bangsa, apabila memenuhi persyaratan
sebagai berikut: 1) diterima dan diakui sebagai milik oleh seluruh bangsa; 2) berupa
kristalisasi dari seluruh nilai yang ada, baik nilai individu, nilai sosial budaya maupun nilai
daerah dan nilai-nilai lainnya, 3) menyentuh unsur-unsur yang paling dalam dari bangsa itu,
yakni unsur-unsur yang dicita-citakan, meliputi kehidupan dunia dan akhirat, keserasian
kepentingan individu dan kepentingan sosial serta kepentingan jasmani dan rohani; 4)
berpangkal pada keyakinan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang hidupnya di dunia
ini ditakdirkan sebagai suatu bangsa.

Sebagai kristalisasi nilai-nilai milik bangsa Indonesia maka Pancasila adalah jiwa dan
kepribadian seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara
NKRI.

Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila adalah nilai yang menjadi tujuan negara bangsa
Indonesia yang ingin diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Nilai tersebut adalah:

Pertama: Nilai Keimanan adalah suatu sikap yang menggambarkan keyakinan akan adanya
kekuatan transendental yang disebut Tuhan Yang Maha Esa. Dengan keimanan manusia
yakin bahwa Tuhan menciptakan dan mengatur alam semesta. Apapun yang terjadi di dunia

adalah atas kehendak-Nya dan manusia waib untuk menerima dengan keikhlasan.
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Kedua: Nilai kesetaraan adalah suatu sikap yang mempu menempatkan kedudukan manusia
tanpa membedakan jender, suku, ras, golongan, agama, adat dan budaya dan lain-lain. Setiap
orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan memeroleh kesempatan yang sama dalam

segenap bidang kehidupan sesuai dengan potensi dan kemampuannya yang dimiliki.

Ketiga: Nilai Persatuan dan Kesatuan adalah keadaan yang menggambarkan masyarakat
majiemuk bangsa Indonesia yang terdiri atas beranekaragamnya komponen namun mampu
membentuk suatu kesatuan yang utuh. Setiap komponen dihormati dan menjadi bagian
integratif dalam satu sistem kesatuan negara bangsa Indonesia.

Keempat: Nilai Mufakat adalah suatu sikap terbuka untuk menghasilkan kesepakatan
bersama secara musyawarah. Keputusan sebagai hasil mufakat secara musyawarah harus
dipegang teguh dan wajib dipatuhi dalam kehidpan bersama.

Kelima: Nilai Kesejahteraan adalah kondisi yang menggambarkan terpenuhinya tuntutan
kebutuhan manusia, baik kebutuhan lahiriah maupun batiniah sehingga terwujud rasa puas
diri, tenteram, damai dan bahagia.

Dengan memahami konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang tentu
masih akan berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia, permasalahan
berikutnya adalah bagaimana konsep, prinsip dan nilai tersebut dapat diimplementasikan
secara nyata pada berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Aktualisasi Pancasila

Setelah konsep, prinsip dan nilai dipahami secara tepat dan benar dan mendalam, maka
pancasila diyakini memiliki kapasitas yang handal untuk mengarahkan perjuangan
mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Tanpa pemahaman masyarakat luas secara
mendalam terhadap konsep, prinsip dan nilai, yang terkandung di dalam Pancasila, disertai
dengan sikap, kemauan, dan kemampuan untuk mengembangkan serta mengantisipasi
perkembangan zaman, Pancasila akan memudar dan tidak dapat bertahan. Olleh karena
itu, upaya pengembangan melalui implementasi Pancasila perlu dilaksanakan secara tepat
dan benar, sehingga masyarakat dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam
memperkokoh dan mempertahankan Pancasila.
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Yang perlu diaktualisasi adalah jatidiri manusia baik sebagai pribadi, maupun warga
negara. Jatidiri adalah suatu kualitas yang menentukan suatu individu atu entitas,
sedemikian rupa sehingga diakui sebagai suatu pribadi yang membedakan dengan individu
atau intitas yang lain. Kualitas yang menggambarkan suatu jatidiri bersifat unik, khas yang
mencerminkan pribadi individu atau perorangan.(Suprapto:2009:2)

Sebagai pribadi: wajib beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia
Pancasila meyakini akan kodrat yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga
selalu rela menerima ketentuan-Nya, beryukur terhadap segala nikmat karunianya dan
selalu bersikap sabar.

Manusia Pancasila adalah makhluk monodualis, yang bermakna sebagai makhluk individu
sekaligus sebagai makhluk sosial, makhluk jasmani sekaligus makluk rokhani. Manusia
Pancasila menyadari bahwa dirinya sebagai makrokosmos menyatu dengan alam semesta
sebagai makrokosmos. Manusia Pancasila juga bersifat monopluralis. Ia adalah makhluk
pribadi yang hidup dalam kondisi kemajemukan dilihat dari keanekaragaman agama yang
dipeluk dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat, keanekaragaman adat budaya, suku
dan sebagainya. Pola hidup manusia Pancasila bersifat inklusif, tidak merasa dirinya yang
paling benar, paling hebat dan sebagainya. Manusia Pancasila dalam berhubungan dengan
sesama manusia didudukkan sesuai dengan kodrat, harkat, martabat dan kesetaraannya,
tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan dan antar golongan. Dengan demikian
manusia diperlakukan secara beradab dan adil .

Sebagai Warga Negara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seorang manusia tidak hanya berkedudukan
sebagai pribadi, tetapi juga sebagai seorang warganegara dari suatu negara bangsa.
Sebagai seorang warganegara, manusia Pancasila wajib memahami hak dan kewajibannya,
serta fungsinya dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Sesuai dengan ketentuan, bahwa norma hukum bersifat memaksa, harus dipatuhi oleh
setiap warga negara tanpa kecuali. Kepatuhan dan ketaatan warga negara terhadap segala
peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan sasaran pembinaan karakter yang

harus dikembangkan.

Sebagai Warga Pembangunan
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Sebagai tenaga pembangunan, manusia Pancasila harus memiliki profesionalitas serta
ketrampilan yang diperlukan dalam berproduksi atau memberikan pelayanan. Karakter
yang perlu dikembangkan dalam membentuk jatidiri manusia Indonesia tiada lain adalah
karakter yang bermuatan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila baik pancasila
sebagai pandangan hidup dalam membentuk manusia yang berakhlak mulia, Pancasila
sebagai dasar negara yang bermuatan konsep dan prinsip yang dipergunakan sebagai
acuan dalam bersikap dan bertingkah laku sebagai seorang warganegara dengan baik.

4. Rekomendasi

Untuk melaksanakan aktualisasi Pancasila yang sudah dijabarkan di atas, perlu ada
tanggungjawab Negara dan masyarakat sebagai berikut:

Tanggungjawab Negara:

1. Menyusun garis besar haluan negara ideologi Pancasila yang berisi: Konsep, Prinsip
dan Nilai.

2. Merumuskan Strategi Pemantapan Ideologi Pancasila baik jangka pendek, menengah
dan panjang menuju 100 Tahun Indonesia merdeka pada Tahun 2045.

Tanggungjawab Masyarakat:

1. Memahami, meyakini, mengimplementasi dan membudayakan Pancasila melalui
kursus dan pendidikan Pancasila di semua lini masyarakat..

2. Merubah kurikulum dan mengajarkan materi Pancasila mulai dari PAUD, SD, SMP,
SMA, Perguruan Tinggi serta seluruh lapisan masyarakat pada umumnya melalui
pendidikan formal, informal dan nonformal.

5. Simpulan dan Saran

Kondisi masyarakat bangsa dewasa ini khususnya perilaku yang banyak menyimpang dari
pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, dirasa perlu untuk mengaktualisasi Ideologi Pancasila
melalui Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila yang berisi Konsep,
Prinsip dan Nilai, perlu dijabarkan dalam petunjuk nyata dan terukur.

Masyarakat perlu memahami, menyakini, mengimplementasikan dan membudayakan
ideologi Pancasila melalui pendidikan/kursus Pancasila baik melalui formal, informal dan

nonformal.
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